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Abstrak

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006 mempunyai sejarah penting karena peristiwa
keluarnya gas dan lumpur panas dengan suhu 100°C yang telah menggenangi beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo.
Semburan lumpur lapindo berada di daerah pemukiman padat penduduk, bahkan di beberapa titik merupakan kawasan
perumahan (residence}, diperkirakan volume lumpur yang menggenangi lebih dari 27 juta mi’. Penelitian ini bertujuan
menilai tingkat dan pola spasial perkembangen wilayah; dan kebijakan penataan ruang disekitar kawasan bencana
lumpur Lapindo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan terkait pengukuran tingkat perkembangan wilayah
menggunakan metode scalling.  Langhah selanjutnya Hasil dari penilaian  tersebut adalah berbentuk informasi
keruangan (spatial information} yang disafikan dalam bentuk peta dan digunakan sebagai acuan dalam kebijakan
penataan ruang di kawasan bencana lumpur Lapindo. Berdasarkan hasil penilaian tingkat perkembangan wilayah
diketahui bahwa fenomena tingkat perkembangan wilayah tinggi sebagian besar berada pada posisi strategis. Kondisi
dilapangan berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa lokasi-lokasi strategis seperti jalan raya, jalan tol, pasar,
pusat pemerintahan, rel kereta api, dan pabrik sebagian besar berada di dekat kawasan bencana lumpur Lapindo.
Kebijakan vang dapar dilakukan yaity membuat produk hukum dalam bentuk perundong-undangan yvang dapat
mengakomodir peraturan pemerintah, stakeholder, swasta, dan masyarakat korban, diantaranya yaitu membuat
kebijakan yang prosedural terkait pendirian kawasan terbangun khususnya di zone 1 yang posisinya sangat strategis
namun secara geografis dekat dengan pusat luapan lumpur Lapindo.
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Abstract

Sidoarjo regency east java on May 29, 2006 has important historical events discharge of gas and mud with
temperatures of 100 ° C who have inundating several villages in Sidoarjo. Lapindo mudfiow in the area is dense
population, even at some point is the area housing, estimated volume of mud flooded that are more than 27 million nt’
The research aims fo assess the level and spatial pattern of regional growth; And arrangement of space policy around
the Lapindo mud disaster area. In Research methods used subscribe level measurement progress using scaling method,
The next step resulis from the assessment is shaped spatial information presented forms of maps and used as reference
structuring space policy in the area of Lapindo mud disaster. Based on the findings rate developments region known that
the phenomenon of high-leveld development region partly at big strategic position. Field conditions based on the
findings of o bservation found that the strategic locations such as roads, highways, markels, government centers, raibway
tracks, andmost of the big factary is located in the nearby area Lapindo mud disaster. Policies that can be done make law
product forms legislation can accommodate government regulations, stakeholders, private sector, and communily
victim, including maked policies the procedural subscribe establishment of woke regions especially inzone 1 (first) thot

its position is very strategic, but however geographically near the center of the Lapindo mudflow.
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PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoatjo Jawa Timur pada
tanggal 29 Mei 2006 mempunyai sejarah penting
karena peristiwa keluarnya gas dan lumpur panas
dengan suhu 100°C yang telah menggenangi
beberapa desa di Kabupaten Sidoatjo (Mazzini et
al, 2007; Davies et al, 2008; Abidin ef al, 2009;
Batubara, 2012). Hari itu menjadi awal bencana
yang terus berkelanjutan hingga sekarang.
Lumpur panas dengan volume 100 ribu — 150
ribu meter kubik per hari keluar dari perut bumi

(Batubara, 2012), sedangkan laporan hasil debat
di forum international AAPG 28 Oktober 2008,
Cape Town, Afrika Selatan menyebutkan bahwa
antara tahun 2006 sampai Juli 2007 volume
semburan berkisar antara 120.000 — 180.000
m’/hari. Luapan lumpur lapindo telah
menggenangi wilayah lebih dari 6,5 km’ yang
didalamnya termasuk menggenangi pabrik, lahan
pertanian, dan jalan tol Surabaya-Gempol
(McMichael, 2009).
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4. Pada bagian sisi barat dari titik pusat luapan
lumpur lapindo ini merupakan jahir utama
penghubung (baik rel kereta api maupun jalan
raya utama) antara kota-kota besar di bagian
selatan dan timur apabila bermobilitas ke
kota-kota di utara seperti Surabaya sebagai
pusat perdagangan di Jawa Timur maka kota-
kota tersebut harus melewati jalur yang
berdekatan langsung dengan luapan lumpur
lapindo. Kawasan ini diketahui sebagai 'pita
pembangunan' (growth ribon) di Jawa Timur
yang terdiri dari Sidoarjo, Mojokerto,
Pasuruan dan Malang (McMichael, 2009).

Tingkat perkembangan wilayah disekitar
kawasan bencana lumpur Lapindo memerlukan
kajian yang mendalam karena berada di kawasan
yang tergolong risiko bencananya tinggi, salah
satu upayanya vaitu membuat kebijakan yang
terstruktur dari tingkatan tertinggi sampai bawah
dimulai dari pemetintah, stakeholder, swasta, dan
masyarakat korban bencana lumpur Lapindo.

Berdasarkan ramusan permasalahan diatas
maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menilai tingkat perkembangan wilayah;

2. Menganalisis secara spasial tingkat
petkembangan wilayah di sekitar bencana
Tumpur Lapindo;

3. Merumuskan kebijakan penataan ruang
disekitar kawasan bencana lumpur Lapindo.

Bencana

Bencana adalah petistiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan,
disebabkan baik oleh faktor alam dan/atan
faktor non-alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan kematian, luka-luka,
kehilangan tempat tinggal, kerugian ekonomi,
kerusakan sistem pemerintahan, efeknya
terhadap kesehatan, serta dampak psikologis
(UU No. 24 Tahun 2007; Twigg, 2004; Cartet,
1991).

Berdasarkan United Nations International
Strategy for Disaster Reduction/UN ISDR
(dalam Muta'ali, 2012), potensi bencana atau
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bahaya dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Bahaya beraspek geologi, antara lain gempa
bumi, tsunami, gunungapi, gerakan tanah
(mass movement) yang sering dikenal
sebagai tanah longsor.

2. Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara
lain banjir, kekeringan, angin topan,
gelombang pasang,

3. Bahaya beraspek biologi, antara lain wabah
penyakit, hama dan penyakit tanaman dan
hewan/ternak.

4, Bahaya beraspek teknologi, antara lain
kecelakaan transportasi, kecelakaan industri,
kegagalan teknologi.

5. Bahaya beraspek lingkungan, antara lain
kebakaran hutan, kerusakan lingkungan,
pencemaran limbah,

Lumpur Lapindo (Lapindo Mudflow)
"Kabupaten Sidoarjo akhir-akhir ini
terkenal karena adanya fenomena luapan lumpur
(Mud Volcano), fenomena mud volcano sendiri
bukanlah fenomena yang baru. Sejak lama ia
telah menjadi fokus studi geolog di seluruh dunia.
Fenomena mud volcano adalah fenomena
geologi berupa struktur yang menembus
perlapisan batuan diatasnya (piercement
structure) dalam rangka melepaskan tekanan
yang berlebihan (over pressured) pada matetial
sedimen. (Bosman, 2012:81). Secara umum,
sebuah mud volcano terbentuk ketika suatu mud
diapir menemukan sebuah zona lemah pada
kerak bumi dan kemudian menembus sampai ke
permukaan bumi meghasilkan letusan', atau
dengan cara yang lain yaitu ketika ada sumber
potensial didalam bumi yang bisa berupa lapisan
batuan pembawa material argilaseous baik yang
soliter maupun yang saling hubung
(interconnected), (Bosman, 2012:91).
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1. Dalam upaya mitigasi bencana perlu
membangun persepsi yang sama bagi semua
pihak baik jajaran aparat pemerintah
maupun segenap unsur masyarakat yang
ketentuan langkahnya diatur dalam
pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan
prosedur tetap yang dikeluarkan oleh
instansi yang bersangkutan sesuai dengan
bidang tugas unit masing-masing;

2. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan
secara terpadu terkoordinir yang melibatkan
seluruh potensi pemerintah dan masyarakat;

3. Upaya preventif harus diupayakan agar
kerusakan dan korban jiwa dapat
diminimalkan;

4. Penggalangan kekuatan melahu kerjasama
dengan semua pihak, melalui pemberdayaan
masyarakat serta kampanye.

Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan
dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Pemetaan daerah rawan bencana;

2. Pemantavan tingkat kerawanan secata dini
di daerah vital dan strategis secara jasa dan
ekonomi dilakukan di beberapa kawasan
rawan bencana;

3. Penyebaran informasi kawasan rawan
bencana;

4. Sosialisasi dan penyuluhan segala aspek
kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB,
SATLAK-PB, dan masyarakat bertujuan
meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan
menghadapi bencana jika sewaktu-waktu
terjadi;

5. Pelatihan/pendidikan tentang tata cara
pengungsian dan penyelamatan jika terjadi
bencana;

6. Peringatan dini secara kontinyu disuatu
daerah rawan.

Selanjutnya terkait manajemen mitigasi
bencana sesuai dengan amanat UU Nomor 24
Tahun 2007 amanatnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan masyarakat pada
masalah-masalah yang berhubungan dengan
risiko bencana;

2. Meningkatkan keamanan terhadap bencana
pada sistem infrastruktur dan utilitas;

3. Meningkatkan keamanan terhadap bencana
pada bangunan strategis dan penting;

4. Penguatan institusi penanganan bencana;
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Meningkatkan kemampuan tanggap darurat;

Meningkatkan kepedulian;

Meningkatkan keamanan tethadap bencana

daerah perumahan dan fasilitas umum;

8. Meningkatkan keamanan terhadap bencana
pada bangunan industri dan kawasan
industri;

9. Meningkatkan keamanan terhadap bencana
pada bangunan sekolah dan anak-anak
sekolah;

10. Memperhatikan keamanan terhadap
bencana dan kaidah-kaidah bangunan tahan
gempadan tsunami setta banjir dalam proses
pembuatan kostruksi baru;

11. Meningkatkan pengetahuan para ahli
mengenai fenomena bencana, kerentanan
terhadap bencana dan teknik-teknik
mitigasi;

12. Memasukkan prosedur kajian risiko
bencana kedalam perencanaan tata
tuang/tata guna lahan;

13. Meningkatkan kemampuan pemulihan

masyarakat dalam jangka panjang setelah

terjadi bencana.

AR

METODE PENELITIAN
Metode Pemilihan Lokasi dan Unit Analisis

Bencana lumpur lapindo merupakan salah
satu bencana luapan lumpur terbesar di Indonesia
bahkan dunia karena telah menggenangi wilayah
lebih dari 6,5 km® yang didalamnya termasuk
menggenangi pemukiman, pabrik, lahan
pertanian, tempat ibadah, sekolah dan jalan tol
Surabaya-Gempol (McMichael, 2009; Abidin ef
al, 2008).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah
semua desa yang masuk dalam kecamatan
terdampak lumpur lapindo, ada 53 desa meliputi
19 desa di Kecamatan Porong, 19 desa di
Kecamatan Tanggulangin, dan 15 desa di
Kecamatan Jabon. Wilayah-wilayah desa di tiga
kecamatan terdampak lumpur lapindo memiliki
vatiasi lingkungan fisik dan posisi geografis yang
berbeda-beda, sehingga potensi tingkat
perkembangan wilayahnya di kawasan bencana
lumpur lapindo juga berbeda-beda.

61
























ISSN (853 - 4403

833-844.

Abidin, H.Z., Kusuma, M.A., Andreas, H.,
Gamal, M., Sumintadireja, P., 2009. GPS-
Based Monitoring of Surface
Displacements in the Mud Volcano Area,
Sidoarjo, East Java.Springer. hal. 595-
603.

Batubara, B. 2012. Kronik Lumpur Lapindo.
Yogyakarta:InsistPress

Carter, N. 1991. Disaster Management: A
Disaster Manager's Handbook, ADB,
Mumila.

Fitrianto, A.R. 2012. Shrimp Farmer's
Innovation in Coping with The Disaster
(A Case Study in Sidoarjo Mud Volcano
Disaster Toward Shrimp Farmer's
Responses). ScienceDirect. hal. 168-176.

Mazzini, A., Svensen, H., Akhmanov, G.G.,
Aloisi, G., Planke, S., Malthe-Sorenssen,
A., Istadi, B., 2007. Triggering and
Dynamic Evolution of the LUSI Mud
Volcano, Indomesia. ScienceDirect. hal.

WAHANA Volume 63, Nomer 2, 1 Desember 2014

375-388.

McMichael, H. 2009. The Lapindo Mudflow
Disaster: Environmental, Infrastructure
an Economic Imp act. Buletin of
Indonesian Economic Studies. Vol. 45,
No. 1, hal. 73-83.

Muta'ali, L. 2000. Teknik Analisis Regional.
Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Muta'ali, L. 2012. Daya Dukung Lingkungan
untuk Perencanaan Pengembangan

Wilayah. Yogyakarta: Fakultas Geografi
UGM.

Twigg, J. 2004. Good Practice Review:Disaster
Risk Reduction. Mitigation and
preparedness in development and
emergency programming. Humanitarian
Practice Network (HPN), Overseas
Development Institute, London.

Peraturan perundang undangan :
UURI No. 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana

Revisi RDTRK Profil Kecamatan Porong

69





